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Abstract
This article aims to assess the implementation of mediation, factor constraints and solutions in the auction 
process encumbrance in Surakarta District Court. The method used using empirical legal by nature qualitative 
descriptive study. The type and source of the legal use of primary law, secondary law, and tertiary legal 
materials. The technique of collecting data using interviews and documentation. Data analysis was performed 
using interactive analysis. In conclusion that the implementation of mediation in the auction process carried out 
through two security rights that pre-mediation stage and phase of the mediation process. Factors constraints 
occur: 1) The lack of good faith of the parties in the mediation process. 2) The absence of strict sanctions to 
force one or both parties (the Plaintiff or Defendant) to attend a mediation conference at a predetermined 
time. 3) The role of the attorney or advocate who does not always support the implementation of the mediation 
process in order to resolve the dispute peacefully. The solution is to encourage the parties to do good will 
encourage the parties to attend mediation, and encouraging legal counsel to support the mediation process.
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Abstrak
hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan 
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi mediasi dalam proses lelang hak tanggungan dilaksanakan 
hukum untuk mendukung proses mediasi.
Kata Kunci: 
A.  Pendahuluan 
Hak tanggungan merupakan bagian terpenting 
wanprestasi). Hak tanggungan 
memiliki asas publisitas 
sehingga kelak dikemudian hari bisa dieksekusi. 
Mekanisme pelaksanaan lelang hak tanggungan 
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Pengadilan Negeri setempat. Pelaksanaan lelang hak 
seringkali mendapat perlawanan dari pihak debitur 
Negeri perlu berusaha mendamaikan para pihak 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan 
mediasi menganut sistem win-win solution dalam 
itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan 
rasa adil.
Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu 
pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus 
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
melalui mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dari 
belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan 
tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam 
hal ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil dari 
akan menguntungkan sekaligus mengesampingkan 
sebagian hak-hak beberapa pihak.
Proses mediasi dalam lelang atas hak tanggungan 
Para pihak dilibatkan di dalam menentukan hasil-
hasil proses mediasi sehingga para pihak dapat 
mengontrol hasil-hasil dari sesi mediasi lebih lanjut 
Pengintegrasian mediasi dalam proses hukum 
dan murah adalah dambaan dari setiap pencari 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
lebih dalam tentang implementasi mediasi dalam 
proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
B.  Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 
menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-
deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 
hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam 
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dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 
C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang 
dilakukan melalui
1.  Tahap Pra Mediasi. 
Pengadilan Negeri Surakarta. Ketua Majelis 
atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama 
persidangan kemudian memberikan kesempatan 
dalam memeriksa perkara menerangkan bagi 
para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan 
dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri 
2.  Tahap Mediasi 
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui 
perundingan atau cara mufakat dengan 
memberikan penjelasan bahwa batas waktu 
mediasi. 
mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh 
Sebagian tersebut dengan memperhatikan 
Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan 
melanjutkan pemeriksaan terhadap objek 
Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan 
sebagian atas objek perkara atau tuntutan 
memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian 
tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
Mediator memberikan arahan kepada para 
adalah untuk memberikan kesempatan kepada 
para pihak untuk mendengar sejak dini dan 
memberi kesempatan kepada para pihak untuk 
untuk menempuh mediasi dalam proses 
karena bagaimanapun juga perdamaian 
permasalahan.
untuk menentukan mediator. Jika dalam 
batas waktu 3 hari para pihak tidak sepakat 
Majelis Hakim akan menunjuk salah satu 
pihak melalui suatu penetapan/penunjukkan 
dalam proses mediasi medorong dan 
memberikan nasihat kepada para pihak 
perihal keuntungan dan kerugian apabila 
para pihak bersedia menempuh atau tidak 
menempuh mediasi. 
Kunci utama dalam proses mediasi 
ialah kemauan dan kesadaran para pihak 
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apabila para pihak tidak menginginkan 
dilakukan oleh pihak pengadilan tetap 
awal para pihak sudah tidak menganggap 
dan tidak memiliki keinginan untuk 
sebelum para pihak mengajukan gugatan 
tetapi mereka tidak dapat menemui kata 
pihak mengajukan gugatan perkara mereka 
ke pengadilan.
b.  Melaksanakan kaukus
Mediator dapat melakukan pertemuan 
terpisah untuk menggali permasalahan 
istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan 
pihak sehingga dapat ditemukan solusi 
di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan 
dihadiri oleh salah satu pihak saja. 
Kaukus dapat dilaksanakan sesuai dengan 
kesepakatan antara para pihak dengan 
mediator. Hakim mediator dalam proses 
mediasi tidak selalu melaksanakan kaukus 
kerjasama para pihak dalam proses mediasi 
untuk mengungkapkan kepentingan 
berkaitan dengan para pihak dan 
pokok sengketa
3)  Membantu mediator dalam memahami 
motivasi para pihak dan prioritas 
mereka serta membangun empati 
Hal ini perlu dilakukan mengingat 
ke mam pu an  m edi a t or  d a lam 
mengetahui motivasi sekaligus 
membangun empati tersebut sangat 
penting demi kelancaran proses 
mediasi.
emosi kepada mediator  tanpa 
menguji seberapa realistis opsi-opsi 
6)  Memungkinkan mediator untuk 
mengarahkan para pihak melaksanakan 
7)  Memungkinkan mediator dan para 
pihak untuk mengembangkan dan 
mempert imbangkan alternat if-
alternatif baru.
c.  Mengadakan pendekatan/hubungan 
personal dan kerjasaman dalam tataran 
dinas antara hakim mediator/pengadilan 
dengan pokok sengketa
ialah hubungan atau kerjasama dalam 
lain baik instansi pemerintahan maupun 
swasta. Kerjasama tersebut dapat dilakukan 
dengan meminta bantuan kepada salah 
satu perwakilan dari instansi lain untuk 
turut serta berperan sebagai narasumber 
dalam membantu proses mediasi agar dapat 
menghasilkan kesepakatan dan titik temu 
Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan 
Pengadilan Negeri Surakarta.
Pihak Pengadilan Negeri Surakarta 
dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat 
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menghubungi pihak instansi lain untuk 
dapat hadir dalam agenda mediasi di 
mana mediator memerlukan bantuan 
dari narasumber untuk lebih mengetahui 
dan menguasai tentang permasalahan 
di Pengadilan di mana telah disebutkan 
bahwa “Atas persetujuan Para Pihak 
dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat 
menghadirkan seorang atau lebih ahli, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, atau 
tokoh adat”. 
penjelasan atau penilaian ahli tersebut 
ditentukan berdasarkan kesepakatan para 
pihak.
bertujuan untuk memungkinkan para 
perbedaan-perbedaan mereka secara 
Mediator menolong 
para pihak untuk memahami pandangan 
sedang berlangsung selama dalam proses 
perundingan. Mediator harus tetap bersikap 
mendengarkan secara aktif menekankan 
perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan 
untuk membantu para pihak bernegoisasi 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian 
sukarela tahap pemeriksaan perkara dan 
mendorong atau mengusahakan perdamaian 
mengajukan permohonan kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara untuk melakukan 
perdamaian pada tahap pemeriksaan 
permohonan Para Pihak untuk melakukan 
perdamaian sebagaimana dimaksud pada 
Perkara dengan penetapan segera menunjuk 
salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara 
untuk menjalankan fungsi Mediator 
Perkara wajib menunda persidangan paling 
penetapan sebagaimana dimaksud pada 
akan mempengaruhi faktor-faktor atau kekuatan 
sosial mulai dari tahap pembuatan sampai 
pemberlakuan. Pengaruh sosial atau perilaku 
sosial akan masuk dalam proses legislasi seperti 
peraturan. Peraturan dikeluarkan diharapkan 
sesuai dengan keinginan secara efektif dari 
peraturan tersebut tergantung dari kekuatan 
a.   Lembaga Pembuat Peraturan
Lem baga  Pem buat  Pe rat uran 
dalam mengatur proses beracara di 
berupa Peraturan Mahkamah Agung 
sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan Para 
Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 
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dengan bantuan mediator bertujuan untuk 
mencapai kesepakatan kedua belah pihak 
win-win 
solution) dan memuaskan bagi pihak-
problem solving
win or loss). Peran mediator 
membantu para pihak dalam meluruskan 
perbedaan-perbedaan pandangan dan 
mengikat. 
mengurangi permusuhan dan mengizinkan 
dengan mediasi juga mengizinkan para 
didukung pendapat More sebagaimana 
proses mediasi dikatakan ideal karena 
Pertama
berupa uang ataupun memberikan kepuasan 
karena perundingan diselesaikan dengan 
cepat. Kedua
kedua belah pihak diberikan kesempatan 
diwujudkan ke dalam sebuah perjanjian 
tertulis serta disepakati untuk dilaksanakan. 
Ketiga
masing-masing pihak mamiliki tingkat 
penuh keterbukaan serta dilakukan dengan 
sikap positif bahwa hubungan masih dapat 
b. Lembaga Penerapan Peraturan
Lembaga Penerapan Peraturan dalam 
implementasi mediasi proses lelang Hak 
Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta 
dalam mewujudkan proses beracara di 
melakukan mediasi diatur dalam Pasal 
diajukan ke Pengadilan termasuk perkara 
verzet) atas putusan verstek 
partij 
verzet derden 
verzet) terhadap pelaksanaan putusan 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
ini”. 
c.  Pemegang Peran
Pemegang peran dalam pelaksanaan 
mediasi lelang hak tanggungan di 
Pengadilan Negeri Surakarta adalah 
Pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan 
sengketa. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Penggugat dan 
proses mediasi penangguhan lelang hak 
itu Mediator sebagai pihak pemegang 
peran dalam pelaksanaan mediasi wajib 
mediasi. 
155
Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum ...Jurnal R pertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017Implementasi Mediasi dalam Proses Lelang atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri ...
3.  Tahap Implementasi Hasil Mediasi 
implementasi hasil mediasi adalah 
pelaksanaan dari hasil-hasil kesepakatan dari 
disetujui dan dituangkan dalam akta perdamaian. 
dengan H. Marbiki dan Hj. Purwaningsih Esti 
pelaksanaan mediasi tersebut adalah termohon 
uang kepada pemohon eksekusi sejumlah 
kepada pemohon eksekusi maka pemohon 
eksekusi mencabut permohonan kesekusi karana 
eksekusi tidak akan mempermasalahkan dan 
mengajukan eksekusi terhadap objek hak 
permasalahan sengketa hukum antara pemohon 
dan termohon eksekusi telah selesai.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
gambaran bahwa pelaksanaan mediasi dalam 
Negeri Surakarta sudah menerapkan prinsip 
sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib 
terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim 
Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga 
Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah 
melanggar ketentuan peraturan perundang-
Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh 
atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan 
otonomi para pihak. Prinsip otonomi para 
pihak berpeluang untuk menentukan dan 
mekanisme konsensus atau mufakat para pihak 
dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses 
dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh 
sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu 
juga berhubungan dengan kepastian hukum 
dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber 
waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk 
memilih mediator diantara pilihan sebagaimana 
profesional. Kecenderungan ini tampak dari 
memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung 
Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan 
fasilitatif. 
bagi umum kecuali para pihak menghendaki 
boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-
menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para 
tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi. 
pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para 
kegagalan proses mediasi pada tahap awal 
atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara 
dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki 
tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh 
perdamaian di luar pengadilan. Peraturan 
prinsip dan prosedur penggunaan mediasi 
court-connected 
mediation). 
lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam 
sistem hukum Indonesia dan memperkecil 
mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar 
di luar pengadilan untuk meminta pengadilan 
agar kesepakatan damai di luar pengadilan 
Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan 
sungguh mengusahakan perdamaian di antara 
D.  Simpulan 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 
implementasi mediasi dalam proses lelang hak 
tanggungan di Pengadilan Negeri Surakarta 
hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu 
untuk menempuh mediasi. Majelis hakim dalam 
hal menangani perkara perdata menerangkan kedua 
mediasi dilaksanakan antara debitur dan kreditur 
konsep mediasi sendiri-sendiri kemudian para 
bersengketa. Proses Mediasi berlangsung paling 
perintah melakukan mediasi. 
di gedung Pengadilan Negeri Surakarta.
E.  Saran
penulis adalah sebagai berikut:
aturan mengenai fee untuk mediator agar 
sengketa melalui mediasi menjadi pilihan 
mediasi harus bersikap adil berdasarkan kode 
etik mediator dengan tidak memihak salah 
satu pihak. Seorang mediator harus berlaku 
dari kedua belah pihak.
saat mediasi dilakukan bersikap kooperatif 
kedua belah pihak.
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